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melalui proyek China Myanmar Economic Corridor (CMEC). Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi Tiongkok diwujudkan
dalam lanskap politik Myanmar pasca kudeta, serta bagaimana
pendekatan Neorealisme melalui varian defensif dan ofensif membingkai
perilaku strategis Tiongkok dalam merespons dinamika regional.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif  dengan
pendekatan studi kasus dan analisis data sekunder dari berbagai sumber
akademik, laporan kebijakan, dan media terpercaya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Tiongkok mengadopsi strategi ambivalen yang
menggabungkan stabilisasi jangka pendek dan ekspansi pengaruh jangka
panjang melalui CMEC. Dalam bingkai Defensive Realism, Beijing
berupaya menjaga stabilitas perbatasan dan keberlanjutan proyek
strategis, sementara dalam perspektif Offensive Realism, Tiongkok
memanfaatkan ketidakstabilan politik Myanmar untuk memperkuat
hegemoni regionalnya dan menantang kekuatan global pesaing. Temuan
ini memperlihatkan bahwa pendekatan Neorealisme tetap relevan dalam
menjelaskan pola dominasi negara besar dalam tatanan internasional
yang anarkis dan kompetitif.
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PENDAHULUAN

Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan ekonomi
yang erat dengan China (Simangungsong, 2024). Sebagai mitra dagang terbesar Myanmar,
China telah berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan infrastruktur
(Htut, 2024). Salah satu proyek utama dalam kerja sama bilateral ini adalah China-Myanmar
Economic Corridor (CMEC), yang diumumkan secara resmi pada 2017 sebagai bagian dari
Belt and Road Initiative (BRI) (Kobayashi & King, 2022). CMEC bertujuan untuk
meningkatkan konektivitas antara Yunnan, China, dan pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar, yang
memberikan akses strategis bagi China ke Samudra Hindia.

Sebelum kudeta 1 Februari 2021, China sudah lama menjalin hubungan dekat dengan
pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di
bawah Aung San Suu Kyi (BBC News Indonesia, 2021). Pada Januari 2020, Presiden China
Xi Jinping mengunjungi Myanmar dan menandatangani 33 perjanjian kerja sama ekonomi,
termasuk proyek infrastruktur besar dalam CMEC (VOA Indonesia, 2020). Kunjungan ini
adalah yang pertama bagi seorang pemimpin China dalam hampir 20 tahun, menandakan
meningkatnya kepentingan di Myanmar dalam strategi ekonomi dan geopolitik Beijing.
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Gambar 1. Penandatangan nota kesepahaman

Sumber :

https://www.voaindonesia.com/a/china-myanmar-sepakati-puluhan-perjanjian-infrastruktur-
/5251378.html

Namun, setelah kudeta yang dilakukan oleh Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar)
terhadap pemerintahan NLD, hubungan ekonomi China-Myanmar menjadi lebih kompleks.
Pemerintahan militer menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi serta
kelompok etnis bersenjata, yang telah lama berkonflik dengan pemerintah pusat. Konflik ini
menyebabkan gangguan terhadap proyek-proyek investasi China, beberapa di antaranya
menjadi sasaran serangan (Bicker, 2024).

Pada Maret 2021, hanya beberapa minggu setelah kudeta, lebih dari 30 pabrik milik
China di Zona Industri Hlaing Tharyar, Yangon, dibakar oleh kelompok yang diduga anti-junta.
Insiden ini menyebabkan kerugian lebih dari $37 juta dan meningkatkan sentimen anti-China
di Myanmar (Erina, 2021). Banyak warga Myanmar menuduh China mendukung junta militer
secara diam-diam, terutama melalui veto dalam Dewan Keamanan PBB yang menghambat
resolusi terhadap junta.

Di sisi lain, China terus menjalin hubungan dengan militer Myanmar untuk melindungi
investasinya (Myers, 2024). Pada 26 Desember 2023, rezim militer Myanmar yang tergabung
dalam Dewan Administrasi Negara (SAC) menandatangani adendum perjanjian konsesi
dengan Tiongkok terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kyaukphyu
beserta pelabuhan laut dalamnya. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dari proyek ambisius
CMEC, yang secara strategis dirancang untuk memberikan akses laut yang lebih cepat bagi
provinsi-provinsi  barat Tiongkok yang tidak memiliki garis pantai, dengan
menghubungkannya langsung ke Teluk Benggala (Sin, 2024). Proyek ini dinilai strategis bagi
China karena memungkinkan pengiriman minyak dan gas langsung dari Myanmar ke China,
tanpa harus melewati Selat Malaka yang lebih rentan terhadap tekanan geopolitik.

Selain faktor ekonomi, keterlibatan China juga memiliki dimensi geopolitik yang lebih
luas. Myanmar merupakan bagian penting dalam strategi regional China, terutama dalam
mengurangi ketergantungan Beijing pada Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan dan
energi. Dengan mengamankan akses langsung ke Samudra Hindia melalui pelabuhan
Kyaukpyu, China dapat memperkuat posisinya di kawasan dan mengurangi risiko yang timbul
dari ketegangan geopolitik di Laut China Selatan

Ramachandran (2023) menyatakan bahwa, meskipun China secara resmi menyatakan
sikap netral, hubungan pragmatisnya dengan junta militer menimbulkan kecurigaan di
kalangan oposisi Myanmar. Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar menjadi sorotan
demonstran yang mengecam sikap Tiongkok yang dinilai tidak tegas terhadap kudeta,
kedekatannya dengan rezim SAC, serta narasi media pemerintah Tiongkok yang menyebut
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kudeta sebagai "reshuffle kabinet". Walaupun Tiongkok menyatakan dukungan terhadap
Konsensus Lima Poin ASEAN terkait Myanmar, hubungan yang terus terjalin dengan SAC
justru memicu meningkatnya sentimen anti-Tiongkok di kalangan aktivis dan kelompok pro-
demokrasi.

Namun, ambisi geopolitik China di Myanmar menghadapi tantangan besar akibat
ketidakstabilan domestik yang berkepanjangan. Konflik yang melibatkan berbagai kelompok
etnis bersenjata, pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG), serta pasukan
pro junta menciptakan situasi yang sangat kompleks. China harus menavigasi hubungan
dengan berbagai aktor, baik yang pro maupun anti-junta, untuk memastikan kepentingan
ekonominya tetap terlindungi tanpa secara langsung terlibat dalam konflik.

Sementara itu, hubungan ekonomi China-Myanmar juga menghadapi tantangan baru
akibat sanksi tambahan dari negara-negara Barat terhadap junta Myanmar. Pada April 2024,
Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap beberapa bank dan perusahaan
yang berafiliasi dengan Tatmadaw, termasuk beberapa entitas yang memiliki keterkaitan
dengan investasi China di Myanmar (Inclusive Development International, 2023). Meskipun
Beijing tidak secara langsung terkena dampak sanksi ini, perusahaan-perusahaan China yang
beroperasi di Myanmar menghadapi tekanan bisnis dan risiko reputasi yang semakin besar.

Dalam menghadapi dinamika ini, China mulai mengambil pendekatan yang lebih hati-
hati terhadap Myanmar. Pada Agustus 2024, China kembali melakukan pendekatan diplomatik
dengan semua pihak di Myanmar. Pemerintah China mengadakan pertemuan dengan
pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) untuk membahas kemungkinan
peran China dalam proses perdamaian dan stabilitas Myanmar. Meskipun Beijing secara resmi
tidak mengakui NUG, pertemuan ini menunjukkan bahwa China mulai mempertimbangkan
opsi lain di luar junta militer untuk menjaga kepentingannya dalam jangka panjang (Stimson
Center, 2024).

Di satu sisi, junta militer Myanmar terus berupaya mempertahankan investasi China
untuk memperkuat posisinya. Pada September 2024, junta mengumumkan rencana percepatan
pembangunan proyek Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu, dengan dukungan dana dari China.
Namun, proyek ini menghadapi hambatan besar karena masih adanya perlawanan bersenjata
dari kelompok oposisi serta tekanan internasional yang terus meningkat.

Namun di sisi lain, kelompok Three Brotherhood Alliance (TBA) berhasil merebut
beberapa wilayah strategis di perbatasan China-Myanmar. Hal ini menciptakan ketidakpastian
besar bagi proyek-proyek investasi China, terutama yang berada di daerah yang dikuasai oleh
kelompok etnis bersenjata. Akibatnya, beberapa perusahaan China mulai mempertimbangkan
untuk mengurangi skala investasi mereka di Myanmar.

Secara keseluruhan, keterlibatan China di Myanmar mencerminkan tantangan besar yang
dihadapi Beijing dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, geopolitik, dan stabilitas
regional. Meskipun Myanmar merupakan bagian penting dari Belt and Road Initiative (BRI),
eskalasi konflik telah membuat proyek-proyek China di negara tersebut semakin rentan.

Dengan meningkatnya tekanan dari kelompok oposisi, masyarakat internasional, dan
resiko konflik bersenjata yang terus berlangsung, China harus menavigasi hubungan dengan
berbagai aktor di Myanmar secara lebih hati-hati. Dalam beberapa tahun ke depan, kebijakan
China terhadap Myanmar kemungkinan akan menjadi indikator penting dalam melihat
bagaimana Beijing menangani hubungan dengan negara-negara mitra dalam situasi konflik
berkepanjangan.

China juga menghadapi dilema antara mendukung junta untuk stabilitas jangka pendek
atau mendukung dialog inklusif demi hubungan jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
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Keputusan Beijing dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan nasib proyek-
proyek BRI di Myanmar serta pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
keterlibatan China dalam bisnis di Myanmar, khususnya melalui proyek CMEC, berkontribusi
terhadap dinamika politik dan konflik yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan
pendekatan studi kasus dan analisis geopolitik, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana
risiko eskalasi konflik mempengaruhi kepentingan China serta bagaimana Beijing menavigasi
hubungan dengan berbagai aktor di Myanmar dalam situasi yang semakin tidak stabil.

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis hubungan Tiongkok-Myanmar pasca-kudeta 2021, pendekatan
Neorealisme digunakan sebagai dasar teoretis untuk memahami bagaimana struktur sistem
internasional yang anarkis membentuk perilaku negara dalam dinamika bilateral mereka.
Neorealisme, yang dipelopori oleh Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics
(1979), menekankan bahwa negara bertindak dalam sistem internasional tanpa otoritas
tertinggi, sehingga setiap negara harus mengandalkan kapabilitas sendiri untuk bertahan hidup
dan mengamankan kepentingan strategisnya (Waltz, 1979).

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada dua varian utama Neorealisme, yaitu
Defensive Realism dan Offensive Realism, yang masing-masing memiliki kontribusi dalam
menjelaskan motif dan strategi dominasi Tiongkok terhadap Myanmar, khususnya melalui
skema China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) setelah kudeta.

Defensive Realism: Stabilitas sebagai Tujuan Utama

Menurut Kenneth Waltz, aktor negara secara rasional cenderung menghindari konflik
terbuka dan lebih memilih tindakan defensif untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan
dan stabilitas lingkungan strategisnya (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, dominasi Tiongkok
atas Myanmar dapat dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan perbatasan, khususnya
provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Instabilitas di Myanmar, seperti
konflik antara kelompok etnis bersenjata atau gelombang pengungsi, berpotensi mengancam
keamanan domestik Tiongkok (Sun, 2021).

Tiongkok mempertahankan hubungan dengan aktor non-negara seperti United Wa State
Army (UWSA) dan Kachin Independence Army (KIA), sebagai bentuk diplomasi asimetris
untuk mengendalikan eskalasi konflik (Mohan & Zhang, 2022). Pendekatan ini memungkinkan
Tiongkok memainkan peran penyeimbang tanpa harus terlibat langsung dalam dinamika
internal Myanmar.

Meskipun tidak secara eksplisit mendukung junta militer, Tiongkok tetap menjalin
komunikasi pragmatis demi memastikan kelangsungan proyek-proyek vital seperti CMEC.
Dengan demikian, dominasi Tiongkok bersifat defensif dalam rangka mencegah instabilitas
yang bisa mengganggu kepentingan jangka panjangnya di wilayah tersebut (Maung, 2021).

Offensive Realism: Ekspansi sebagai Strategi Dominasi

Berbeda dengan pendekatan defensif, Offensive Realism yang dikembangkan oleh John
Mearsheimer menekankan bahwa negara akan secara aktif mencari peluang untuk
meningkatkan kekuatan relatifnya guna menguasai wilayah strategis sebanyak mungkin dalam
sistem internasional yang kompetitif (Mearsheimer, 2001).

Dalam konteks ini, dominasi Tiongkok terhadap Myanmar pasca-kudeta mencerminkan
ambisi ekspansionis Tiongkok melalui jalur ekonomi dan geopolitik. Melalut CMEC sebagai
bagian dari Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok mendapatkan akses langsung ke Samudra
Hindia melalui pelabuhan Kyaukpyu, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap

-204 -



Indrasari, A., & Argenti, G. / Jurnal llmiah Wahana Pendidikan 11(10.D), 201-209

Selat Malaka, yang rawan terhadap kontrol kekuatan rival seperti Amerika Serikat dan India
(Zhao, 2022).

Investasi Tiongkok dalam infrastruktur strategis seperti jalur pipa minyak dan gas tetap
berlanjut meskipun Myanmar berada dalam situasi krisis, menunjukkan bahwa keuntungan
strategis lebih diutamakan dibanding stabilitas internal Myanmar (Chan, 2021). Lebih dari itu,
Myanmar juga menjadi arena persaingan geopolitik antara Tiongkok dengan AS dan India,
yang secara aktif memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Dominasi Tiongkok di Myanmar
dapat dibaca sebagai langkah ofensif untuk membendung pengaruh kekuatan besar lainnya
(Rajagopalan, 2022).

Dengan demikian, kerangka Neorealisme, baik varian defensif maupun ofensif memberikan
lensa yang tajam untuk melihat dinamika kekuatan antara Tiongkok dan Myanmar dalam
konteks regional dan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
mengkaji dinamika dominasi Tiongkok terhadap Myanmar pasca-kudeta militer 2021, melalui
lensa teori Neorealisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas
relasi antarnegara secara mendalam dalam konteks geopolitik regional yang terus berkembang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yin (2018), studi kasus memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi fenomena kontemporer secara intensif dalam konteks kehidupan nyata,
terutama ketika batas antara fenomena dan lingkungannya tidak tegas. Dalam hal ini, proyek
China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) diposisikan sebagai studi kasus utama untuk
menelaah bagaimana Tiongkok memanfaatkan instrumen ekonomi dalam strategi
geopolitiknya di Asia Tenggara.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen (document analysis), yakni metode
sistematis dalam menelaah dan menginterpretasikan dokumen tertulis guna memperoleh
pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian (Bowen, 2009). Sumber data meliputi
dokumen kebijakan luar negeri Tiongkok, laporan resmi pemerintah Myanmar, publikasi dari
lembaga kajian strategis (think tanks), artikel akademik, serta berita dari media nasional dan
internasional yang kredibel dan relevan.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada kerangka Neorealisme yang menempatkan
negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, serta menekankan
pentingnya struktur sistem global dalam menentukan perilaku negara (Waltz, 1979). Dominasi
Tiongkok di Myanmar melalui CMEC dianalisis sebagai bagian dari upaya strategis dalam
mempertahankan serta memperluas pengaruh regional, sejalan dengan prinsip keseimbangan
kekuatan (balance of power).

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan
teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai sumber informasi guna memastikan
konsistensi dan validitas temuan.

HASIL PENELITIAN
Penguatan Posisi Strategis Tiongkok melalui Proyek CMEC di Myanmar
Setelah kudeta militer 1 Februari 2021, Myanmar mengalami tekanan internasional yang
signifikan, termasuk sanksi dari negara-negara Barat dan penangguhan keanggotaannya di
berbagai forum regional. Di tengah keterasingan global ini, Tiongkok tampil sebagai aktor
eksternal yang tetap mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Myanmar. Salah satu

-205 -



Indrasari, A., & Argenti, G. / Jurnal llmiah Wahana Pendidikan 11(10.D), 201-209

instrumen utama yang digunakan Tiongkok untuk mempertahankan sekaligus memperluas
pengaruhnya adalah China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), bagian dari mega-proyek
Belt and Road Initiative (BRI) yang secara strategis menghubungkan Yunnan dengan Laut
Andaman melalui pelabuhan Kyaukpyu (Liao, 2022; Maung & Tun, 2021).

Temuan menunjukkan bahwa sejak kudeta, Tiongkok memperkuat pendekatan diplomatik
dan ekonominya kepada pemerintah militer Myanmar melalui intensifikasi proyek CMEC.
Laporan dari International Crisis Group (2022) menyebutkan bahwa sejumlah kesepakatan
baru dan proyek yang sebelumnya tertunda kembali dijalankan dengan kecepatan tinggi, antara
lain pembangunan rel kereta, kawasan industri, dan pelabuhan.

Lebih jauh, CMEC tidak hanya berfungsi sebagai proyek infrastruktur, namun juga
sebagai alat Tiongkok untuk mengamankan jalur pasokan energinya dan memperluas
konektivitas maritim strategis ke Samudra Hindia. Dengan demikian, proyek ini memperkuat
posisi Tiongkok dalam percaturan geopolitik kawasan, menjadikan Myanmar sebagai mitra
penting dalam konteks persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik

Ketegangan Sosial dan Politik Lokal dalam Implementasi CMEC

Di balik narasi kerja sama ekonomi yang menguat, implementasi CMEC di tingkat lokal
memunculkan sejumlah friksi sosial dan politik yang tidak dapat diabaikan. Banyak dari proyek
yang berjalan pasca-kudeta berlokasi di wilayah yang sensitif secara etnis dan historis rawan
konflik, seperti Negara Bagian Rakhine dan Shan. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi
lokal melaporkan adanya penggusuran, pelanggaran hak atas tanah, serta keterlibatan militer
dalam mengamankan zona pembangunan tanpa proses konsultasi yang transparan (Smith &
Kyaw, 2023).

Setelah kudeta, ruang kebebasan sipil menyempit secara drastis. Protes terhadap proyek-
proyek besar seperti CMEC sulit dilakukan karena meningkatnya kontrol junta terhadap media
dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah militer memanfaatkan narasi pembangunan untuk
meredam kritik, bahkan menjadikan proyek-proyek BRI sebagai indikator keberhasilan
stabilitas nasional (Thompson, 2022).

Selain itu, indikasi keterlibatan langsung aktor-aktor keamanan Tiongkok dalam
pengamanan proyek strategis di sepanjang jalur CMEC juga menjadi perhatian. Lin (2022)
mencatat bahwa dalam beberapa titik pengembangan, terdapat penggunaan teknologi
pengawasan dan kemungkinan kehadiran pasukan pendukung logistik asing. Hal ini
memunculkan pertanyaan terkait kedaulatan dan ruang negosiasi Myanmar dalam kerja sama
bilateral tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa di balik peran CMEC sebagai
instrumen pembangunan, terdapat dinamika kekuasaan yang berlapis. Proyek ini tidak hanya
menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperdalam ketergantungan politik Myanmar
terhadap Tiongkok dan memperbesar potensi ketegangan sosial di wilayah proyek.

PEMBAHASAN
Strategi Tiongkok sebagai Negara Adidaya dalam Sistem Internasional yang Anarkis

Neorealisme menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, sehingga tidak ada
otoritas tertinggi yang mampu mengatur perilaku negara secara mutlak. Dalam situasi ini,
negara bertindak rasional demi mempertahankan eksistensinya dan memperkuat kekuatan
relatifnya (Waltz, 1979). Dalam konteks Myanmar pasca-kudeta 2021, Tiongkok
memanfaatkan ketidakstabilan domestik dan keterasingan internasional Myanmar untuk
memperkuat posisi geopolitiknya melalui jalur China-Myanmar Economic Corridor (CMEC).
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Tindakan Tiongkok mempercepat implementasi proyek-proyek strategis pasca-kudeta
menunjukkan kecenderungan negara besar untuk mengisi kekosongan kekuasaan di kawasan
yang rentan secara politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Mearsheimer (2001) bahwa
negara besar akan selalu mencari cara untuk memperluas pengaruh dan menciptakan zona
dominasi demi menjamin keamanannya sendiri. Dalam konteks ini, CMEC menjadi alat
penting bagi Tiongkok untuk mengakses Samudra Hindia, mengamankan jalur energi, serta
mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.

Pendekatan Tiongkok terhadap Myanmar merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip
Neorealisme: bertindak dalam batasan sistem internasional yang anarkis, mengejar
kepentingan strategis, dan mempertahankan posisi dominan melalui diplomasi ekonomi yang
agresif.

Kerangka Neorealisme memberikan kontribusi penting dalam membaca dinamika
hubungan Tiongkok—Myanmar pasca-kudeta 2021. Dalam perspektif Defensive Realism,
dominasi Tiongkok lebih dimaknai sebagai upaya mempertahankan status quo regional guna
menghindari ketidakstabilan yang dapat mengancam kepentingan domestik. Ketergantungan
terhadap stabilitas kawasan, terutama di wilayah perbatasan seperti Yunnan, mendorong
Tiongkok untuk menjalin komunikasi dengan aktor-aktor non-negara di Myanmar dan
menghindari keterlibatan militer langsung (Sun, 2021). Dalam konteks ini, dominasi bersifat
kalkulatif, terfokus pada pencegahan disrupsi atas proyek strategis seperti CMEC.

Di sisi lain, pendekatan Offensive Realism membuka ruang pemaknaan bahwa keterlibatan
Tiongkok bukan hanya bentuk reaksi terhadap instabilitas, melainkan bagian dari strategi
ekspansi kekuasaan di tengah kompetisi global. Melalui kontrol atas jalur energi, investasi
infrastruktur, dan penguatan diplomasi ekonomi, Beijing menunjukkan ambisi untuk
mengkonsolidasikan pengaruh jangka panjang di Asia Tenggara, sekaligus menahan penetrasi
kekuatan lain seperti Amerika Serikat dan India (Zhao, 2022).

Oleh karena itu, refleksi terhadap kedua varian Neorealisme ini menunjukkan bahwa
dominasi Tiongkok di Myanmar bukan semata-mata respons terhadap tantangan eksternal,
melainkan bagian dari desain geopolitik yang lebih besar. Analisis ini memperjelas bahwa
strategi Beijing bersifat adaptif, menggabungkan kalkulasi defensif dan dorongan ofensif
dalam satu kerangka kebijakan luar negeri yang kohesif dan strategis.

Myanmar sebagai Aktor Rasional dalam Menghadapi Tekanan Sistem Internasional

Dari sudut pandang Neorealisme, negara seperti Myanmar juga tetap merupakan aktor
rasional yang berupaya mempertahankan eksistensinya dalam sistem global yang tidak
bersahabat. Kudeta militer 2021 mengakibatkan tekanan internasional, sanksi ekonomi, dan
pengucilan diplomatik yang luas. Dalam kondisi tersebut, Myanmar memperkuat hubungan
dengan Tiongkok sebagai upaya untuk bertahan hidup di tengah isolasi (Grieco, 1997).

Kerja sama yang semakin erat dengan Tiongkok, khususnya dalam proyek CMEC, bukan
semata-mata pilihan ekonomi, melainkan strategi politik untuk mencari legitimasi eksternal
dan dukungan kekuatan besar. Menurut Waltz (1979), negara dalam posisi lemah akan mencari
penyeimbang (balancer) atau pelindung (protector) guna mempertahankan status quo atau
menghindari tekanan sistemik. Dalam hal ini, Myanmar melihat Tiongkok sebagai satu-satunya
aktor besar yang bersedia berhubungan tanpa mensyaratkan norma demokrasi atau HAM.

Oleh karena itu, kolaborasi erat Myanmar—Tiongkok pasca-kudeta dapat dibaca sebagai
hasil dari kalkulasi rasional yang sejalan dengan asumsi dasar Neorealisme: negara bertindak
untuk bertahan hidup, sekalipun itu berarti semakin masuk ke dalam orbit pengaruh negara
besar.
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SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi Tiongkok di Myanmar pasca-kudeta 2021
tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis Tiongkok dalam memperluas pengaruh
geopolitiknya di kawasan Asia Tenggara. Melalui proyek China-Myanmar Economic Corridor
(CMEC), Tiongkok secara aktif memperkuat akses terhadap Samudra Hindia, sekaligus
mengamankan jalur logistik dan energi sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative
(BRI). Situasi krisis politik dan isolasi internasional yang dialami Myanmar menjadi celah yang
dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperdalam keterlibatan ekonominya, sekaligus
menanamkan pengaruh politik jangka panjang.

Dari perspektif Neorealisme, tindakan Tiongkok mencerminkan strategi negara besar
dalam sistem internasional yang anarkis: memanfaatkan instabilitas regional untuk
memperkuat kekuatan relatif. Sementara itu, Myanmar sebagai aktor rasional juga menjalankan
strategi bertahan (survival strategy) dengan mendekat pada kekuatan besar yang tidak
mensyaratkan norma liberal. CMEC tidak hanya menjadi koridor ekonomi, tetapi juga simbol
ketergantungan strategis Myanmar terhadap Tiongkok dalam menghadapi tekanan
internasional.

Dengan demikian, hubungan Tiongkok dan Myanmar dalam konteks CMEC pasca-
kudeta merupakan perwujudan dari logika kekuasaan dalam kerangka Neorealisme, di mana
kepentingan strategis negara lebih diutamakan dibandingkan norma dan nilai.
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